Keberpihakan dan komunikasi dalam kebijakan perlindungan buruh by Ana Nadhya Abrar
.........-
JurnalIlmu SosialdanIlmu Politik ISSN1410-4946
Volume5,Nomor3,Maret2002(315-326)
KEBERPIHAKAN DAN KOMUNIKASI
DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH
AnaNadhyaAbrar
Abstract
Thisarticlereviewspublicpoliciesonlabourprotection.It argues
thatthosepoliciesdonottakethesidetothelabour.Thisarticlesug-
geststhat in orderto implementthosepolicies,thepolicymakers
shouldtakeintocountlabourcommunicationasa tool ofmanage-
mentin thecontextofmakingpoliciesonlabourprotection.
Kata-kata kunci: Kebijakanperlindunganburuh;kesepakatankerja
bersama;perumusflnkebijakanperlindungan
buruh;komunikasiperburuhan.
Pendahuluan
Tanggal24November2001KantorBeritaRadio(KBR)68H
menyiarkanberitatentangpemutusanhubungankerja(PHK)buruh
di KabupatenSidoarjo.Beritaitu menyebutkanbahwa5.000orang
buruhdiKabupatenSidoarjomengalamipemutusanhubungankerja
(PHK)karenaperusahaan-perusahaantempatmerekabekerjatidak
sangguplagimembayargajiburuh.Gajiburuhtidakterbayarkan
karenabanyakpesananprodukdariluarnegeridibatalkan,terutama
dariAmerikaSerikat.DitambahkanKBR68H,
PemerintahdaerahKabupatenSidoarjotidakbisaberbuatpa-apa
menghadapimasalahPHK buruhbesar-besarandiSidoarjo.Mereka
AM NadhyaAbraradalahStafPengajarJurusanllmuKomunikasiFlSIPOLUGM.
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hanyabisamenghimbauagarparaburuhyangterlcenaPHK untuk
bersabarmenunggukrisisekonomid AmerikaSerikatpulih
(KabarBarudariKBR68H,24/11/2001,pukuI15.00WIB)
Ini menegaskanbahwapemerintahKabupatenSidoarjotidak
bisamelindungiburuhdariPHK. Tegasnya,pemerintahKabupaten
Sidoarjomenegaskanbahwaburuhhanyabisadibelaolehburuh
sendiri.Buruhlahyangbisamemperjuangkannasibburuh.
KasusSidoarjotersebutdi atasmengindikasikanbetapa
seriusnyamasalahperlindunganterhadapburuh. Tulisan ini
menawarkanassessmentterhadapupayapemerintahdalamupaya
perlindunganburuhdankeberpihakanpemerintahterhadapburuh.
Dalamsemangatperlindunganburuh ini, perludikembangkan
komunikasiperburuhanagarprosesfor.mulasikebijakanperburuhan
tidakhanyamemberijaminankelancaranbisnisparapengusaha.
PerlindunganBumh
KesepakatanKerjaBersama2
Per!!ndunganhukumbagiburuhdituangkandalamsuatu
Kesepak'!tanKerjaBersama(KKB). PenandatangananKKB ini,
biasanyadisaksikanolehDinasTenagaKerjadi tempatperusahaan
itu berdiri.SebagaicontohadalahKKB PT MaspionI 1999-2001di
KabupatenSidoarjo,JawaTimur.Secaranormatif,KKB ini disusun
sebagai:(i)perlindunganhukumbagihakdankewajibanpengusaha
danburuh;dan(ii)pedomanpenyelesaianmasalahtenagakerjaantara
pengusahadanburuh.PenandatangananKKB antaraburuhdan
pengusahadisaksikanolehJohnyBarus,KepalaKantorDinasTenaga
KerjaKabupatenSidoarjo.
Namundemikian,sepertidiketahuiumum,buruhPTMaspion
I masihsukaberunjukrasa.Dalamunjukrasatersebut,merekamasih
mempersoalkanperlindunganburuh. Ini menunjukkanbahwa
, Istilahini,menurutKeputusanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasi(Kepmenrakertrans)
No.78Tahun2001,hendaklahdigantimenjadiPerjanjianKerjaBersama.Akantetapipara
buruhtetapmenyebutnyaKesepakatanKerjaBersama.
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sesungguhnyamasih ada masalah dengan perlindungan buruh
sekarang.Lalu, apa m~alah~? Seorang buruh PT Maspion I
mengatakanbahwabtguh tida~unya kesempa~a_~menyuarakan
kepentinganmerekadalaJn KKB3. Seorangburuh lain mengatakan
bahwa pengurus Serikat Pekeria-.Seluruhb1donesia(SPSI) yang
menandatanganiKKB tidakdipandangsebagaiorangyangmewakili
mayoritasburuh.Diadipandangburuhsebagai"boneka"PT Maspion
14.Ini menunjukkanbahwamasihadaburuhyangmempertanyakan
representasimerekadalamKKB.
Datamenunjukkanbahwasebabutamapemogokanburuhdi
Indonesiaadalahsoalupah.Ini bisadilihatdalamtabelberikut:
Tabel1. Sebab-SebabPemogokanBuruh, 1987-1994
(Rinakit,1997:16)
Tabeldi atasmemperlihatkanbahwasecaraumumpenyebab
pemogokanyangterbanyakadalahtuntutankenaikanupah.Muncul
kesanbahwaupah yang layak jadi kepentinganutamaburuh. BHa
dilihatdari sisipengusaha,upahburuhyangrendahmalahdianggap
sebagaikeunggulan berbandingan (comparative advantage)mata
daganganIndonesiadi pasardunia.Denganupahburuhyangrendah,
produkIndonesiabisabersaingdenganproduk negaralain di pasar
,
, WawancaradenganburuhPTMaspionI,Sidoarjo,22Oktober2001.
WawancaradenganburuhPTMaspionI,Sidoarjo,22Oktober2001.
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Sebab
PemoJ1;okan
Kenaikanupah 32% 61% 69% 58% 63% 67% 61% 61%
Kondisikeria 41% 21% 26% 31% 17% 14% 15% 13%
Kesepakatan kerja -- -- -- 3% 4% 3% 3% 4%
bersama
Tunianganlebaran 19% 5% -- -- 8% 9% 11% 8%
PembentukanSPSI 8% 10% 5% 6% 6% 6% 9% 12%
Jamsostek -- 3% -- 2% 1% 1% 1% 2%
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dunia.Adalahwajarbila parapengusahamanufakturringan,seperti
tekstil,pakaianjadi, sepatudan sebagainyamempertahankanupah
buruhyangrendah.
Akan tetapi,menurutcatatanmajalahPrisma,pemogokan
buruhtidakhanyamenuntutsatutuntutan,katakanlahkenaikanupah
saja.Hampirsemuapemogokanburuhmenuntutberbagaituntutan,
mulai dari kenaikanupah,perbaikankondisi kerja,pembentukan/
pembubaranSPSI, KKB, dan sebagainya(Prisma,4 April 1994:50).
Pemogokaninibiasanyaberujungpadaperundinganantaraburuhdan
pengusaha. Ini menunjukkan bahwa buruh tidak semata-mata
memberikan reaksi spontan terhadap kesewenang-wenangan
pengusaha.Buruhinginagarpengusahamenghargaiburuhlebihdari
sekadaralatproduksi. Buruh ingin agarpengusahamenempatkan
buruhdalamposisiyanglebihterhormat.Keinginanini bukanlahsatu
keinginanyangberlebihan.Bukankahburuh juga menyiapkandiri
untukbekerjasebaik-baiknya?Bukankahburuhsanggupberunding
denganpengusahaberjam-jamdengansegalaargumentasiyangmasuk
akal?
TerlewatkandalamPeraturanDaerah
Di Kabupaten Sidoarjo ada Peraturan Daerah (Perda)
KabupatenSidoarjoyang mengaturkesejahteraanburuh. Perda itu
adalah Perda No. 52 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan
kesejahteraanpekerja5di perusahaanyangmulaiberlakutanggal30
April 1997.Namun,dari 15pasalyangtermaktubdalamPerdaitu,
tidaksatupunpasalyangberceritatentangperlindungansosialburuh.
Wajarbila kemudianPemerintahKabupatenSidoarjomengeluarkan
sikapsepertiyangsudahterungkapdalampendahuluandi muka.Bisa
sajaPemerintahKabupatenSidoarjomengatakanbahwayangpenting
bagiburuhdi KabupatenSidoarjoadalahkesejahteraan.Akan tetapi,
perlindungansosialburuh samapentingnyadengankesejahteraan
;
KepmennakertransNo.78T~hun2001menyebutburuhsarnadenganpekerja.Artinya,buruh
adalahnamalain pekerja.A'kantetapi,sebagianbesarDinasTenagaKerjadi Indonesialebih
sukamenggunakanistilahpekerjadari padaburuh.
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buruh.Bagaimanamungkinparaburuhsejahterakalaumerekatidak
terlindungi?
Sungguhmerupakantragedibila Perdatentangkesejahteraan
tidakmemasukkanbagaimanacaranyamelindungiburuhdalampasal-
pasalyangada,sebabpengusahamemilikikarakterhegemoni.Dengan
karakteritu buruhakanmudahterhegemoniolehpengusaha.Buruh
akangampangmengadaptasicaraberpikirdanpandanganpemikiran
pengusaha.Dengandemikian, harusdicaricarauntukmenciptakan
gerakankontraterhadaphegemonipengusahaterhadapburuh.Lalu,
apayangbisadiusulkan?
Perlu diusulkanpada Kabupaten/Kotayang akanmembuat
Perda tentangperlindungan buruh agar pengusahatidak diberi
kesempatanuntukmenyatukannilai-nilaidanasumsi-asumsimereka
sendiridalammembangunsistemsosialdalamperusahaan.Sebaliknya,
buruhtidakhanyadipaksamemberikanpersetujuanspontanterhadap
kehidupansosialyangakandiciptakanpengusahadalamperusahaan.
Buruhperludiberikesempatanberpikirtentangkehidupansosialitu,
merumuskancara-carayangbisamelindungimerekadari hegemoni
pengusaha.
Untuk itu,Perdaharusmenjaminbahwaparaburuhbisajuga
mengontrolpekerjaanmerekadi perusahaan.Merekatidak hanya
dikendalikan oleh pengusaha. Mereka bisa membangun
kepemimpinansendiridalamprosesproduksi.Tegasnya,Perdaperlu
jugamemfasilitasiparaburuhuntukmenjadikanperusahaansebagai
"sekolah"untukmengembangkankemampuankonstruktifmereka.
Kalau suasanaseperti di atasbisa dibangun di berbagai
perusahaan,makaburuh akan mengalamipeningkatanintelektual.
Pemilikan intelektual yang baru akan mendorong para buruh
memikirkancaraterbaikuntukmelindungidiri merekasendiri.Tentu
sajaintelektualyangdibutuhkanburuh berbedadenganintelektual
yang dibutuhkan para pengusaha.Meminjam pendapatAntonio
Gramsci,bentukintelektualyang dibutuhkanburuh bukan hanya
intelektualyangmenjadikanburuhpintarberpidato,melainkan:
..intelekt,ualyangtidakbisalagi terdapatpadakefasihan
berbicara,yangmerupakangerakluar dan sementarasajadari
perasaandankeinginan,namundalampartisipasiaktif dalam
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kehidupanpraktis, sebagaipembangun,organisator, "penasehat
tetap",danbukansemata-matahli pidato(namunpadasaatyang
samajuga ungguldalamsemangatmatematisyangabstrak)(Dalam
Simon, 2001:149).
TidakTerjamindalamRencanaUndang-Undang
Kalau hidup buruh merupakanrangkaianpengalamankerja
yangtidakmenyenangkan,tentuadapenyebabnya.Jelassekalibahwa
sesuatutelahterjadiyangmencegahburuhmemilikipengalamankerja
yang menyenangkan.Ini terasalogis. Yang kadang-kadangsulit
dipahamiadalah,mengapapemerintahtidakberusahamengurangi
sebanyakmungkinpenyebab uruhmemilikipengalamankerjayang
tidak menyenangkan?LihatlahmisalnyaRencanaUndang-Undang
PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustri(RUU PPHI).
Ketika naskah ini disiapkan RUU PPHI memangbelum
disahkan oleh DPR dan pemerintah.Kalau kelak sudah menjadi
Undang-Undang(UU), ia diharapkanbisa mengurangiperselisihan
antaraburuh dan pengusaha.Akan tetapi,adasebuahpasaldalam
RUU itu yangsengajamenempatkanburuhpadaposisitakberdaya.
Pasalitumenyebutkanbahwakesepakatambipartit(antarapengusaha
dan buruh) yang dituangkan dalam persetujuanbersamabisa
memperolehkekuatanhukumasaldiberisertifikatsebagaibuktitanda
pencatatanolehDepnakertrans.
Di dalamsertifikatitu diberijudul "Demi KeadilanBerdasarlam
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat ini mengandung azas
eksekutorialyangmemungkinkanpengadilanmelakukaneksekusi.
Pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannyapersetujuan
bersamaitu bisa mengajukanperkarakePengadilanPerselisihan
Hubungan Industri di pengadilan negeri setempat, untuk
mendapatkanketetapaneksekusi.Pengadilan tanpa melakukan
pemeriksaanperkarabisamelakukaneksekusi(Kompas,3Desember
2001)
Ini menunjukkan bahwa bila terjadi perselisihan antaraburuh
dan perusahaan, ma~a pemerintah akan menjadi mediator. Posisi
sebagai mediator akan memberikan kesempatan pada pemerintah
untuk intervensi.Dalam kesulitan ekonomi seperti sekarangini, akal
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sehatakan mengatakanbahwa pemerintah akan berpihak pada
pengusaha. Apalagi sejarah sudah membuktikan, selama ini
pemerintahlebihsukaberpihakpadapengusahaketimbangburuh.
Selanjutnyapemerintahakanmembentukpengadilankhusus
untukmenanganiperselisihantersebut.Bila pasalini "lolos", maka
buruhakanmakinterpojok.Betapapuniadirancanguntukmelindungi
kepentingan buruh, tetap saja kita sangsi. Sebab, mendengar
pengadilanburuhsaja,banyakburuhyangsudahkeder.Belumlagi
energidanbiayayangharusdikeluarkanolehseorangburuhyang
berperkaradi pengadilan.Kita khawatirburuh tidak mampu
memenuhinya.Disinikitameyakinibahwapengadilankhususuntuk
buruhbukanjalanyangefektifuntukmelindungiburuh.
MestinyadaperbincanganyangalotdiDPRketikamembahas
RUU PPHI, khususnyasekitarpasalpemerintahsebagaimeditor
perselisihanburuhdenganpengusahadanpengadilankhususburuh.
Perbincanganyangmencerminkanusahauntukmelindungiburuh.
Carapandangterhadapburuhsendiribisaberubahdariwaktuke
waktu,tetapimekanismeperlindunganburuhharuslebihproduktif
dariseharikesehari.
DPR diharapkanmempertimbangaknnilai keadilandalam
menyusunRUU PHHI. Nilaikeadilansendiri,sepertiditulisSatjipto
Raharjo,merupakannilaiterpentingdarisetiapperaturanperundang-
undangan.laharusmenjunjungtinggimartabatkemanusiaan(1977:58).
Ini menegaskanbahwaketikamerumuskanRUU PPHI, DPR perlu
menanamkannilai-nilaikeadilanbuatburuhdalamRUUPPHI.
KalauRUUPPHIkelakmenjadiUU PPHI,makaiamerupakan
produkDPR.Darisinimasyarakatkanmenilaiprestasidanorientasi
DPR.Tegasnya,prestasidanorientasiDPRdipertaruhkan.Paraanggota
DPR tidakperluberteriak-teriakmintapadamasyarakatuntuk
menghormatidan menghargaimereka.Cukuplahbila mereka
menghasilkanUU yangmengandungnilai-nilaikeadilan.Cukuplah
bila merekamenghasilkanUU yangbisamempertahankandan
melindungihak-hakasasimanusia,terutamamerekayangtertindas.
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Keberpihakan terhadap Buruh
KKB, Perdatentangpenyelenggarankesejahteraanburuhdan
RUU PPHI adalahcontohkebijakanpublik tentangperlindungan
buruh. Sayang,ketigakebijakanpublik tersebuttidak memberikan
perlindunganmaksimalpadaburuh.
Mengapademikian?Pertama,isukebijakanperlindunganburuh
hanyamengakomodasiaspirasipengusahasematadan melupakan
aspirasiburuh. Barangkaliadapihak yang mengatakanbahwa itu
hanya dugaan. Akan tetapi, ketiga contoh kebijakan tentang
perlindunganburuh di atasmemperlihatkanbahwaaspirasiburuh
memangtidak tertampung.Buruh tidak punya kesempatanuntuk
menyusun agendamerekadalam kebijakan tersebut.Akibatnya,
kebijakanperlindunganburuhyanglahir tidakmenggambarkanvisi
bersamapengusahadan buruh tentangmasadepan buruh dan
perusahaan.
Bertolakdarikeadaansemacamini,bagaimanamungkinburuh
punya keinginan untuk mencegahtimbulnya berbagai masalah
menyangkutperusahaan?Buruhsulitmembentuksikapikutmemiliki
(senseofbelonging)perusahaan.Kalaupengusahamengharapkanagar
buruhmengubahsikapnyaterhadap erusahaan,katakanlahagartidak
lagimogokkerja,makapengusahaperlumendorongpemerintahuntuk
mengeluarkankebijakanperlindunganburuhyangmenggambarkan
visi bersamapengusahadanburuh.Pengusahaperlumengubahnilai-
nilai mendasartentangkesadaraneksistensialburuh.
Kedua, formulasi kebijakan perlindungan buruh tidak
menggunakanframingyangmenguntungkanburuh.Seleksiisuyang
dianggappentingtidakdidasaripadakepentinganburuh.Penekanan
masalahyangperlu diatur tidak menggambarkankepedulianpada
keberadaanburuh. Dengan demikian, sesungguhnyaformulasi
kebijakanperlindunganburuhsudahdisaringsecaraketat.Teksyang
ada di dalamnya direproduksi menurut konstruksi sosial dari
pengusaha.Padatitikinilahkitabisamengatakanbahwamaknayang
ditangkaporanglewatformulakebijakanperlindunganburuhadalah
maknayangdiinginkanpengusaha.
Ketiga,legitimasikebijakanperlindunganburuhtidakkuat.Ini
bisadilihatdarikeluhanburuhbahwapengurusSPSIyangmemberikan
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legitimasipada kebijakanitu adalahburuh yang dianggap tidak
mewakili mayoritasburuh. Buruh secarakeseluruhansebenarnya
belummemberikanlegitimasipadakebijakanitu. Kalau paraburuh
sajasudah merasabahwa merekabelum memberikanlegitimasi,
kononlahpula parakomponenmasyarakat(stakeholders)yang lain?
Akan tetapi,sepertinyapemerintahmenganggapperwakilanburuh
yangdemikiansudahcukup.Komponenmasyarakatlain pun tidak
perlu memberikanlegitimasi.Jarang sekalikita mendengardiskusi
publik yang terbuka tentang rancangan berbagai kebijakan
perlindunganburuh yang disponsori oleh pemerintah.Lucunya,
pemerintahselaluminta perwakilanburuh meneruskankebijakan
perlindunganburuhyangtidakmemperolehlegitimasikuatitu dari
seorangburuhkeburuhyanglain.
Komunikasi Perburuhan
Persoalan yang muncul dalam perumusan kebijakan
perlindunganburuhdi atasmenunjukkanbahwaaspekkomunikasi
tidakmendapatperhatianyangcukup.Kita semuakenaIdenganarti
pentingkomunikasidalamperumusankebijakanperlindunganburuh.
Namun, pengenalan ini sering membuat kita tertekan dengan
rnengatakankebijakanperlindunganyangtidak komunikatif.Maka
rnarilahkitabicaraperkarakomunikasiperburuhan6.
Selamainiadakesanbahwakomunikasiperburuhantidakjalan.
Komunikasiperburuhanhanyaditekankanpadapenyebaraninformasi
tentang apa yang harus dilakukan buruh untuk perusahaan.
Komunikasi perburuhantidak diarahkanpada pembentukanvisi
bersamatentangmasadepanperusahaandan buruh. Komunikasi
perburuhantidakdipakaisebagaialatuntukmemberdayakanburuh.
Biladilihatlebihjauh,sesungguhnyakomunikasiperburuhan
rnemiliki beberapaaspek, yaitu, pertama,pemanfaatan proses
komunikasiuntukmemperoleh:(i)halbermaknatentangkeberadaan
·Komunikasi perburuhandalam tulisan ini adalahpemanfaatanproseskomunikasi dan
produk media secaraterencanadan strategisuntuk mendukungefektifitaspembuatan
kebijakanperlindunganburuh dan mendorongpartisipasiburuh dalammembentukvisi
bersamatentangperusahaandanburuh.
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buruhyanglebihterhormatyangdisampaikanpadapengusaha;dan
(ii) kesamaanvisi masadepanperusahaandan buruh yang ingin
dibentukolehpengusaha.
Kedua,pemanfataanproduk media(mulaidari mediamassa,
mediasosialhinggamediainteraktif)untukmengidentifikasiberbagai
masalahyangdihadapiburuh. Masalahini begitubanyak. Itulah
sebabnyasumberinformasitentangmasalahitu perludibukaseluas-
luasnya.
Ketiga,mengidentifikasiisu perlindunganburuh, misalnya
melaluipollingpendapatumurn,analisisisi beritasuratkabar,dan
pembentukan jaringan (networking)dengan LSM. Untuk bisa
membentukyang terakhirini, pemerintahperlu membangunrasa
salingpercaya(mutualtrust)denganLSM yangmemfokuskanperhatian
padaperlindunganburuh.
Keempat,memformulasikankebijakanperlindunganburuh,
misalnyadenganmemframingrumusankebijakanyangbisamelahirkan
wacana, antara lain: "memberdayakanburuh", "meningkatkan
intelektual buruh", "menggusur hegemonipengusahaterhadap
buruh", "melindungihak-hakasasiburuh". Memangtidak mudah
mewujudkannya.Akan tetapi,banyakteknikyangbisadipakaiuntuk
membangunwacanadalamformulasikebijakanperlindunganburuh.
Beberapadiantaranyadalah:(i)definingproblem,yaitumendefinisikan
masalahdenganpertimbangan-pertimbanganyangseringkalididasari
pertimbangan-pertimbangankultural yangberlakuumum;dan (ii)
makingmoraljudgement,yaitumernberikanpenilaianmoralterhadap
akarpermasalahandan efekyangakanditimbulkan(Adaptasidari
Entman,1993:52).
Komunikasiperburuhanadalahsebuahalatmanajemen.la
adalahibaratrantaisepeda.Sebuahsepedatidak akanbisabegerak
tanparantai.Sebaliknya,rantaijugatidakbisabergeraktanpasepeda.
Dengan kata lain, komunikasi perburuhan mentransformasi~n
"kekuatan"yangdibutuhkanolehpembuatkebijakanpublik tentang
perburuhan.la merupakanpenghubungantaraisu perburuhandan
kondisi sosialpolitik dari prosespembuatankebijakanpolitik dan
partisipasipublik.
Kendatibegitu,komunikasiperburuhantidak bisaberjalan
sendiri. la akan bekerjadenganbaik bila dikombinasikandengan
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instrumenlain, seperti,orientasiperlindunganburuh,maknaburuh
bagi pemerintah,insentif ekonomisdari keberadaanburuh, dan
sebagainya. Dari sinilah rnuncul perumpamaan komunikasi
perburuhansebagai"perangkatkeras"dariteknisperumusankebijakan
publiktentangperburuhan.
penutup
Sesungguhnya pemerintah rnemiliki program untuk
mengawasiimplementasisemuakebijakan tentangperlindungan
buruh.Ini bisadilihat dalamPropenasTahun2000-2004.DalamPro-
gram "Pembangunan Ketenagakerjaan" terdapat "Program
perlindungandanPengembanganLembagaTenagaKerja".Program
ini memilikilimakegiatanpokok.Salahsatudi antaranyaadalah:
Meningkatkanperlindungan,pengawasan,danpenegakanhukum
terhadaperaturanyangdiberlakukanbagitenagakerja,termasuk
tenagakerjadi luarnegeridanbagianakyangterpaksabekerja,serta
tenagakerjapenyandangcacat(Kegiatanpokokketiga"Program
PerlindungandanPengembanganLembagaTenagaKerja").
Ini menunjukkanbahwapemerintahmenaruhperhatianbesarpada
implementasikebijakanperlindunganburuh. Segalaaktivitasyang
dikandungprosesimplementasikebijakanperlindunganburuhakan
diawasiolehpemerintah.Ini bukanpekerjaanyangmudah.
Kitatentupercayadenganitikadbaikpemerintahini.Persoalan
yangkemudianmuncul adalah,bagairnanakomitmenpernerintah
tentangisi kebijakanperlindunganburuh itu sendiri?
Kiranyadi sinilahpemerintahperlu memberikanperhatian
tersendiriterhadapmutu rumusankebijakanperlindunganburuh.
Rumusankebijakanitu hendaklahberdasarkankesepakatanantara
buruh dan pengusaha tentang perlindungan buruh melalui
musyawarah.Kesepakatanini tidak bisa dianggapadil, bila buruh
mendapatekananpsikisbaikdaripengusaha,"boneka"pengusaha,
ataupemerintah.
Kita tentumengertibahwamenciptakankesepakatanantara
bU,ruh dan pengusaha tentang perlindungan buruh melalui
musyawarahtidaklahsemudahmembaliktelapaktangan.Arogansi
keduabelahpihaksedikitbanyakmenyulitkandalampraktek.Pada
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titik inilah kitaperlumenghimbaupemerintahagarmemperhatikan
komunikasi perburuhan. Komunikasi perburuhanjangan hanya
dimaknaipemerintahsebagaialatuntukmenyebarkani formasi,tetapi
ia seyogyanyadibayangkan sebagaialat untuk membentukvisi
bersama ntarapengusahadanburuhtentangmasadepanperusahaan
danburuh.Iaperlu dijadikansebagaisebuahalatmenajemen.Iaharus
mentransforrnasikanobsesi,keinginandancita-citayangdimiIikiburuh
menjadiagendayangadadalamkebijakanperlindunganburuh.Tidak
terlaluberlebih-Iebihanbila ia disebutsebagai"missinglink" antara
buruh dan prosessosio-politisperumusankebijakanperlindungan
buruhselamaini. .........
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